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BAB II

PERKAWINAN DAN BIAYA PENCATATAN PERKAWINAN 

DALAM TINJAUAN YURIDIS

A. Pengertian Perkawinan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku bagi 

semua makhluk-Nya baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. 

Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT., sebagai jalan bagi 

makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.1

yang dari 

bahasa arab dilihat secara bahasa berarti berkumpul dan mendidih atau 

berarti akad pernikahan.

Akad nikah yang telah dilakukan akan memberikan status 

kepemilikan bagi kedua belah pihak (suami-istri), dimana status kepemilikan 

akibat akad tersebut bagi si lelaki (suami) berhak memperoleh kenikmatan 

biologis dan segala yang terkait itu secara sendirian tanpa dicampuri atau 

diikuti oleh lainnya dengan ilmu fiqih disebut - yakni hak 

1 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2009), 6.
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memiliki penggunaan atau pemakaian terhadap suatu benda (istri), yang 

digunakan untuk dirinya.2

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi

menurut arti majazi (mathaporic) atau arti hukum ialah aqad (perjanjian) 

yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang 

pria dengan seorang wanita.3

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau 

zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab 

dan banyak terdapat dalam Al- Al-Nika<h{ mempunyai 

arti Al- -Dhomumu, Al-Tadakhul, Al- atau ibarat -wath 

wa al-aqd yang berarti bersetubuh, hubungan ba

akad.

Secara terminologis perkawinan yaitu akad yang membolehkan 

terjadinya (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang 

wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab 

keturunan atau sebab sesusuan.4

Nikah menurut Islam adalah nikah yang sesuai dengan ketentuan 

ditetapkan Allah SWT. secara lengkap dengan rukun dan syaratnya, tidak ada 

penghalang yang menghalangi keabsahannya, tidak ada unsur penipuan dari 

2 Ahmad Sudirman Abas, Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan antar Mazhab, (Jakarta: PT 
Prima Heza Lestari, 2006), 1.
3 M. Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum 
Perkawinan Islam, (Jakarta: Ind Hilco, 1990), 1.
4 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.
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kedua belah pihak baik suami maupun istri atau salah satunya, serta niat 

kedua mempelai sejalan dengan tuntunan syariat Islam.5

Apabila ditinjau dari segi hukum Islam bahwa pernikahan atau 

perkawinan adalah suatu akad suci dan lurus antara laki-laki dan perempuan 

yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya 

hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih 

sayang, kebaikan dan saling menyantuni. Di dalam hukum Islam perkawinan 

memiliki dalil naqli yaitu:

Berlaku adil terhadap 
(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), 
Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga 
atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil,
Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. 

6

yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, 

melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.7 Perkawinan mengandung arti 

perihal (urusan dan sebagainya) kawin, pernikahan, pertemuan hewan jantan 

5 Shaleh bin Abdul Aziz, Nikah Dengan Niat Talak?, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), 7.
6 A. Munir dan Sudarsono, Dasar-Dasar Agama Islam, (Jakarata: PT Rineka Cipta, 2013), 261-262.
7 Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, Nikah, (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1994), 32.
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dan betina secara seksual.8 Dalam Al-

perniikahn disebut dengan An-Nikah dan Az-Ziwaj az-zawaj, yang artinya 

berkumpul atau menindas dan saling memasukkan. Kata nikah yang terdapat 

dalam surat Al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi:

kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia 
kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu 
menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami 
pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat 
akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum 
Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. 9

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan 
supaya kamu mengingat kebesaran Allah. 10

`Ketentuan-ketentuan ini telah dituangkan dalam firman Allah SWT 

antara lain berbunyi:

Dan Dia-lah Tuhan yang membentangkan bumi dan 
menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. dan 
menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan, Allah 

8 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 
Pustaka, 2005), 518.
9 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Prenada Mulia, 2007), 36.
10 Tihani dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap..., 9.
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menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian 
itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 
memikirkan. 11

Allah berfirman dalam kitab-Nya:

Artinya: -orang yang sedirian diantara kamu, 
dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu 
yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka 
miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan 
Allah Maha Luas (pemberian- 12

Dalam UU Nomor 1 tahun 1974 Undang-Undang tentang Perkawinan 

menurut masing-masing agamanya dan 

-tiap perkawinan dicatat menurut 

peraturan perundang- 13

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan pertama, perkawinan 

yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan pihak-pihak yang

melakukan perkawinan adalah sah,14 dan kedua, tiap-tiap perkawinan dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.15 Dalam memahami 

UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2, ayat (1) dan (2) tersebut, ahli hukum 

11 Abdul Qadir Jaelani, Keluarga Sakinah, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), 41.
12 Mona Eliza, Pelanggaran Terhadap UU Perkawinan dan Akibat Hukumnya, (Ciputat: Adelina 
Bersaudara, 2009), 11-12.
13 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (1) dan (2).
14 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (1).
15 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (2).
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dapat dikelompokkan menjadi dua: pertama, ahli hukum yang berpegang 

pada cara penafsiran kebahasaan. Mereka berpendapat bahwa perkawinan 

yang dilakukan menurut cara berdasarkan aturan agama dan keyakinan dua 

belah pihak yang melakukan perkawinan dalah sah; pencatatan perkawinan 

bukanlah syarat sah perkawinan, tetapi hanya sebagai syarat kelengkapan 

administrasi perkawinan.16

Kedua, ahli hukum yang berpegang pada cara penafsiran sistematis 

(penafsiran undang-undang dengan asumsi bahwa antara pasal yang satu 

dengan pasal yang lain saling menjelaskan dan merupakan satu kesatuan). 

Mereka berpendapat bahwa pencatatan perkawinan adalah syarat sah sebuah 

perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatatkan (perkawinan 

di bawah tangan) dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.

Di samping dua pendekatan penafsiran tersebut, terdapat cara lain 

dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan, yaitu tafsir historis. Salah 

satu cara memahaminya dari segi sejarah, perlu diungkap mengenai peraturan 

perkawinan sebelum diberlakukan UU Nomor 1 Tahun 1974.17

Penjelasan menegenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan 

tidak dipisahkan seperti terdapat dalam batang tubuh UU Nomor 1 Tahun 

1974. Dalam penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan bahwa 

16 Hartono Mardjono, 
Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara, (Bandung:Mizan, 1997), 91-97.
17 E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1959), 228-240.
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-masing agamanya 

dan kepercayaaannya; dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.18

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan, 

perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat

kuat atau mitha<qan ghaliz{a< untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah (pasal 2).19

Dalam perkawinan Islam, ditetapkan dasar-dasar sebagai prinsip-

pripsip umumnya, antara lain ialah:

Pertama : kerelaan, persetujuan, dan pilihan. Dalam suatu perkawinan 

terdapat hak-hak beberapa pihak yang harus dipenuhi, yaitu: hak Allah, hak 

orang-orang yang kawin, dan hak wali.20

Pemenuhan hak Allah ialah dalam pelaksanaan perkawinan itu harus 

diindahkan dengan ketentuan Allah. Apabila hak Allah ini tidak diindahkan, 

perkawinan tersebut menjadi batal demi hukum. Misalnya perkawinan antara 

seorang laki-laki dan perempuan yang haram dinikahi, baik haram untuk 

selamanya (at-tahrim al-muabbad) atau haram untuk sementara waktu (at-

tahrim al- ).

18 Penjelasan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penjelasan Umum, 4 (b).
19 Kompilasi Hukum di Indonesia , (Bandung: Humainora Utama Press,t.t.), 18.
20 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 18.
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Yang berkaitan dengan pemenuhan hak orang-orang yang akan kawin 

dan hak wali, bahwa pelaksanaan perkawinan oleh seorang wali sebelumnya 

harus meminta persetujuan kedua calon mempelai. Begitu juga perkawinan 

itu harus dilaksanakan oleh wali yang berhak. Apabila hak masing-masing 

pihak ada yang tidak diindahkan, perkawinannya masuk kategori dapat 

dibatalkan. Mereka berhak mengajukan pembatalan.21

Kedua, perkawinan untuk selama-lamanya. Sekalipun tidak melarang 

perceraian, Islam menutup segala pintu yang mungkin menimbulkan 

perceraian dan mengharamkan perkawinan untuk selama waktu tertentu. Hal 

ini terbukti dengan (1) tidak menganggap sah suatu sighot akad nikah jika di 

dalamnya terdapat perkataan yang mengandung pembatasan waktu 

perkawinan,22 (2) mengharamkan nikah yaitu mengharamkan nikah 

muhallil, yaitu nikah yang tujuannya untuk membolehkan seorang wanita 

yang lelah ditalak tiga dikawini kembali oleh bekas suaminya.23

Dasar-dasar perkawinan ini ditetapkan untuk mencapai tujuan 

pensyariatannya, diantaranya ialah:

(1) Memperoleh keturunan sah yang akan melangsungkan keturunan 

dan cita-cita umat manusia.

(2) Memelihara umat manusia dari kejahatan dan kerusakan.

21 Ibid, 19.
22 Abu Zahroh, -Zawad wa Asaruh, (t.tp, Dar al-Fikr al Arabi,t.t), 82.
23 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah II, (Bandung: PT. Al- 35.
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(3) Menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri, menimbulkan rasa 

kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya dan sesama 

anggota keluarga

(4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis 

pertama dari masyarakat yang besar atas dasar cinta dan kasih 

sayang.24

Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam merumuskan dalam pasal 3 yakni 

perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah dan rahmah.

Guna merealisasi tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud, 

dibutuhkan rukun dan syarat-syaratnya tertentu. Pasal 14 Kompilasi Hukum 

Islam menyebutkan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, 

calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan qabul.25

B. Pengertian Pencatatan Perkawinan

terhadap tiap terjadinya akad penikahan, namun dilihat dari segi nantinya 

24 Ibid, 39.
25 Kompilasi Hukum di Indonesia, (Bandung: Humainora Utama Press. t.t.), 21.
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pencatatan nikah amat sangat diperlukan.26 Karena pencatatan nikah dapat 

dijadikan sebagai alat bukti yang otentik agar seseorang mendapatkan 

kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana firman 

Allah  dalam surah al-Baqarah ayat 282:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan 
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah 
ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan 

26 Hasan M. Ali, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 
123.
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(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada 
hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau 
lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 
Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan 
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di 
antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki 
dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya 
jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah 
saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka 
dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil 
maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, 
lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih 
dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah 
mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang 
kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) 
kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; 
dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu 
lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu 
kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah 
mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 27

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah pencatatan secara terrulis 

dan sebagainya. Dijelaskan pada ayat tersebut bahwa, alat bukti tertulis itu 

statusnya lebih adil dan benar di sisi Allah karena dapat menguatkan 

persaksian, sekaligus dapat menghindarkan kita dari keraguan. Setelah 

mendapatkan sumber na<s{ yang menjadi dasar rujukan untuk memahami 

hukum pencatatan nikah, kemudian mencari illat yang sama-sama

penyalahgunaan atau mud{arat apabila tidak ada alat bukti tertulis yang 

27 Departemen Agama Republik Indonesia, al- a, (Surabaya: Pustaka 
Assalam, 2010), 59.
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menunjukkan sahnya akad tersebut. Jadi, qiyas akad nikah dan akad 

pencatatan akad nikah hukumnya wajib, sebagaimana juga diwajibkan dalam 

-hal yang 

berkenaan dengan kelanjutan akad perkawinan. Dengan adanya alat bukti ini, 

pasangan pengantin dapat terhindar dari mud{arat dikemudian hari karena alat 

bukti tertulis ini dapat memperoses secara hukum berbagai persoalaan rumah 

tangga, terutama sebagai alat bukti paling s{ah{ih dalam pengadilan agama.28

Namun, dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, 

sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun melalui Kompilasi Hukum Islam. 

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan 

dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang 

tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya 

untuk menjaga kesucian (mithaqan ghaliz{an) aspek hukum yang timbul dari 

aspek perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang 

masing-masing dimiliki oleh suami dan istri salinannya. Akta tersebut, dapat 

digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari 

adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.29

28 Happy Susanto, Nikah Sirri Apa Untungnya?, (Jakarta: Visimedia, 2007), 57.
29 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 26.
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Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus 

berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran 

kultur lisan kepada kultur tulis sebabgai ciri masyarakat modern, menurut 

dijadikannya akta, surat sebagai bukti auntentik, saksi hidup tidak lagi bisa 

diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia 

juga dapat mengalami kelupaan dan kesalahan. Atas dasar ini diperlukan 

sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta.30

Pencatatan perkawinan adalah suatu yang dilakukan oleh pejabat 

Negara terhadap peristiwa perkawinan. Dlam hal ini pegawai pencatat nikah 

yang melangsungkan pencatatan, ketika akan melangsungkan sautu akad 

perkawinan antara calon suami dan calon istri.31

Pencatatan adalah suatu administrasi Negara dalam rangka 

menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Mencatat 

artinya memasukkan perkawinan itu dalm buku akta nikah kepada masing-

masing suami istri. Kutipan akta nikah itu sebagai bukti otentik yang 

dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk. Juga oleh 

pegawai perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana di maksud 

30 Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis 
Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Persada Media, 2004), 
120.
31 Muhammad Zein & Mukhtar Alshadiq, Membangun Keluarga Harmonis, (Jakarta: Graha Cipta, 
2005), 36.
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dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan 

perkawinan.32

Apabila kita melihat fikih semata, maka pernikahan dipandang sah, 

sesudah memenuhi syarat dan rukun nikah. Dampak di belakang hari 

sekiranya terjadi perselisihan yang menjurus kepada perceraian, kurang 

dipikirkan dan dipertimbangkan, sehingga terjadilah ketidakadilan, karena 

ada pihak yang dirugikan.

sahnya suatu perkawinan, tapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu 

memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif, jadi, sahnya 

perkawinan bukan ditentukan dengan pencatatan tetapi pencatatan sebagai 

syarat administratif. Sedangkan soal sahnya perkawinan, UU Perkawinan 

dengan tegas menyatakan pada pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 

33

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku 

32 Arso Sostroatmodjo, dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 
1978), 55-56.
33 O.S. Eoh, Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Perasada, 1996), 98-99.
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bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak 

bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.34

Sejak diundangkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

kekhawatiran yang disebabkan di atas, sedikat banyaknya sudah dapat 

diatasi, karena sudah ada perangkat hukumnya, terutama bagi umat Islam.

Sama halnya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1, 

menyatakan sudah agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat 

Islam setiap perkawinan dicatat. Dan pasal 5 ayat 2 yang menyatakan 

pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai 

Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang N0. 22 Tahun 

1946 jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1954.

Pada Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa 

untuk memenuhi ketentuan dalam pasal (5), setiap perkawinan harus 

dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. 

Dan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa 

perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah 

tidak mempunyai kekuatan hukum.35

34 Suparman Usman, Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia,
(Serang: saudara Serang, 1995), 27.
35 Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta Departemen 
Agama RI, 1998), 15.
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Secara lebih rinci Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang 

Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab II 

Pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan pada ayat (1), (2), dan 

(3) yaitu Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan 

perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pengawas Pencatat, 

sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan 

Nikah, Talak dan Rujuk. Pencatatan perkawinan dari mereka yang 

melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu, 

selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada 

Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-

undangan mengenai pencatatan perkawinan. Dengan tidak mengurangi 

ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan 

perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara 

pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini.

C. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Pernikahan sebaiknya diproyeksikan untuk mencegah mudharat yang 

akan terjadi bila pembinaan rumah tangga tidak dikelola dengan baik dan 
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penuh tanggung jawab.36 Pencatatan nikah bertujuan untuk mewujudkan 

ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang 

diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian 

perkawinan, khususnya bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. 

Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan oleh akta, apabila terjadi 

perselisihan di antara suami istri maka salah satunya diantaranya dapat 

melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak 

masing-masing. Karenan dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti 

auntentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.37

Pencatatan nikah yang

praktik poligami yang sering dilakukan secara diam-diam oleh pihak-pihak 

tertentu yang hanya menjadikan nikah di bawah tangan tanpa pencatatan 

sebagai alat poligami atau berpoliandri. Setiap pasangan yang akan menikah 

di KUA (Kantor Urusan Agama) atau KCS (Kantor Catatan Sipil) biasanya 

melalui mekanisme pengumuman status calon mempelai setelah terdaftar 

sebagai pasangan yang hendak menikah. Ketika data tentang status masing-

masing calon mempelai diumumkan dan ternyata ada yang keberatan, 

perkawinan bisa saja batal.38

36 Happy Susanto, Nikah Siri Apa Untungnya?,
37 Ahmad Rofiq, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 
107.
38 Happy Susanto, Nikah Sirri Apa Untungnya?..., 101.
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D. Peranan Pencatatan Perakawinan

Lembaga pencatatan nikah merupakn syarat administratif, selain 

substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai 

cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu 

perkawinan. Menurut Ahmad Rofiq, ada dua manfaat dari pencatatan nikah, 

yaitu pertama, untuk menanggulangi agar tidak terjadi penyimpangan rukun-

rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan 

kepercayaannya maupun menurut perundang-undangan.39 Kedua, hal ini 

dimaksudkan untuk membantu masyarakat, agar di dalam melangsungkan 

perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fiqih saja tetapi 

juga aspek-aspek keperdataannya. Jadi, pencatatan adalah merupakan usaha 

pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan 

keadilan dalam masalah perkawinan.40

Dengan adanya pencatatan ini, maka pernikahan ini baik secara 

hukum agama maupun hukum Negara menjadi sah. Dan ini, penting bagi 

pemenuhan hak-hak istri dan anak. Karena dampak dari ketidak 

dicatatkannya perkawinan adalah :

39 Ibid
40 Ibid, 117.
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a. Terhadap istri

Perkawinan bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan 

perempuan. Umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara 

hukum, istri tidak dianggap meninggal dunia, istri tidak berhak atas 

harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum 

perkawinan istri dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, istri 

akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan 

perkawinan bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah 

dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau 

istri dianggap menjadi istri simpanan.41

b. Terhadap anak

Untuk anak, sahnya pernikaha dibawah tangan menurut hukum 

Negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di 

mata hukum. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak 

tidak sah. Dengan kata lain sang anak tidak mempunyai hubungan 

hukum terhadap ayahnya. Dalam akta kelahirannya pun statusnya

dianggap sebagai anak luar nikah. Akibatnya, hanya dicantumkan 

nama ibu yang melahirkannya. Keterangan status sebagai anak di luar 

nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat 

mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Tidak 

41 Dodi Ahmad, Nikah Sirri Yes or No?, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), 73.
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jelasnya status anak di mata hukum mengakibatkan hubungan antara 

ayah dan anak tidak kuat. Sehingga, bisa saja suatu waktu ayahnya 

menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Namun, 

yang jelas-jelas merugikan adalah si anak tidak berhak atas biaya 

kehidupan, pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.42

c. Terhadap laki-laki atau suami

Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan bagi laki-laki atau suami 

yang menikah di bawah tangan seorang perpempuan. Yang terjadi 

justru menguntungkannya, karena suami bebas untuk menikah lagi, 

karena perkawinan sebelumnya yang di bawah tangan dianggap tidak 

sah di mata hukum. Suami bisa saja menghindar dari kewajibannya 

memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya

dan tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan 

dan lain-lain.43

E. Lembaga Administrasi Pencatatan Perkawinan

Lembaga yang resmi menangani pencatatan perkawinan di Indonesia 

adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Kantor Urusan Agama (KUA) 

42 http://matapenadunia.
com/sosialita/?no=1210729457, artikel yang diakses pada 13 April 2015. 
43 LBH-APIK, artikel dari http://www.solusihukum.com/artikel.php?id=20v, diakses pada 13 April 
2015.



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

45

merupakan institusi yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat di 

tingkat kecamatan yang berada di bawah naungan Kementrian Agama RI.44

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit kerja terdepan 

sekaligus sebagai ujung tombak Kementrian Agama yang secara langsung 

membina dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di tingkat 

kecamatan. Hal ini merupakan implementasi dari KMA 517 tahun 2001 

tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama kecamatan.45

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga pemerintah yang 

diberi kewenangan dan tugas untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat terkait dengan masalah-masalah keagamaan. Lembaga ini 

diselenggarakan di setiap kecamatan di Indonesia.46

Karena itu, aparat KUA dituntut memiliki kemampuan yang tertinggi 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.47 Sebagai fungsionaris 

hukum, mereka memiliki wewenang dan tanggung jawab atas penerapan 

KHI, sehingga kesatuan hukum dan kepastian penyelesaian permasalahan-

permaslahan hukum di kalangan umat Islam Indonesia bisa dicapai. Para 

pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), sebagaimana para pegawai Kantor 

Catatan Sipil, diharuskan juga merujuk pada aturan pengelolaan administrasi 

44 Departemen Agama RI, Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Teladan 2002 & 2003, (Jakarta: 
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2003), 81.
45 Ibid., 5.
46 Alimin dan Euis Nurlelawati, Potret Administrasi Perkawinan di Indonesia, (Ciputat: Ormit 
Publishing, 2013), 40.
47 Departemen Agama RI, Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Teladan 2002 & 2003 5
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masyarakat terkait dengan bebrapa tindakan hukum, seperti pernikahan, 

perceraian dan rujuk. Prosedur yang ditetapkan menurut UU No. 1/1994 dan

Kompilasi Hukum Islam harus ditegaskan demi terwujudnya sistem 

admistrasi keperdataan yang baik dan transparan.48

Adapun tugas Kantor Urusan Agama sebagaimana berdasarkan 

Peraturan Menteri Agama RI No. 2 tahun 1990 pasal 2 ayat (1) adalah 

tugasnya mengawasi atau mencatat nikah, talak dan rujuk (NTCR), serta 

mendaftarkan cerai talak dan cerai gugat di bantu oleh pegawai Kantor 

Urusan Agama Kecamatan.

Mengenai tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan juga tertulis juga 

tertulis dalam Undang-undang No. 2 tahun 1946 pasal (2) yang berhak 

melakukan pencatatan dan pengawasan atas nikah dan pemberitahuan 

tentang talak dan rujuk hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama 

atau pegawai yang ditunjuk untuk itu.

Dalam pelaksanaan Pencatatan Perkawinan, pegawai pencatat nikah 

tidak selamanya dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara sempurna, 

sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Beberapa hambatan 

ada saja yang menghalangi berpengaruh pada keberhasilan program 

pelaksanaan pencatatan nikah itu sendiri.

48 Alimin dan Euis Nurlelawati, Potret Administrasi Perkawinan di Indonesia .
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Padahal akta nikah itu sangat diperlukan sekali adanya oleh mereka 

yang bersangkutan untuk kepentingan pembuktian yang sewaktu-waktu 

dapat diperlakukan.49

Masalah ketentuan untuk melakukan pencatatan Perkawinan sangat 

tegas dinyatakan dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan. Selain mengikuti hukum dari agama dan 

kepercayaannya, perkawinan yang dilakukan juga haru dicatatkan kepada 

petugas atau pejabat pencatat perkawinan untuk mendapatkan pengesahan 

dari negara.50

Pencatatan perkawinan yang tercantum dalam pasal 2 ayat 2 Undang-

Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sangat tepat diterapkan di 

tengah-tengah masyarakat. Hal ini dengan semakin berkembangnya 

kehidupan masyarakat, maka segala sesuatu yang dilakukan harus

memerlukan suatu kepastian hukum.51

Hukum keluarga baru yang berlaku di Negara masing-masing 

memberlakukan pencatatan ini, kendati bukan merupakan rukun nikah, tetpai 

dianggap sangat penting untuk pembuktian perkawinan yang sah yang 

dilakukan oleh seseorang. Selain dari perkawinan itu sendiri harus dicatat, 

surat-surat (keterangan, formulir yang telahdiisi dan ditandatangani oleh para 

49 Happy Susanto, Nikah Sirri Apa Untungnya?...,60.
50 Ibid., 65
51 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia 26.
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pihak) harus disimpan, didokumentasikan untuk kepentingan pembuktian 

kalau timbul keraguan atau masalah di kemudian hari.52

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, 

pasal 2 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan 6, maka dapat 

diketahui bahwa tujuan dari pencatatan nikah adalah:

1. Untuk mendapatkan kepastian hukum, karena jika suatu 

perkawinan tidak dicatat, maka dampaknya di belakang hari jika 

terjadi perselisihan yang ada pada akhirnya berbuntut pada 

perceraian, karena pencatatan merupakan sebuah bukti yang 

otentik dan tertulis yang dapat menolong seseorang dari 

kehancuran rumah tangga.

2. Untuk menjamin ketertiban perkawinan, karena dengan adanya 

pencatatan nikah, maka kita dapat mengetahui bagaimana status 

seseorang apakah telah menikah atau belum dengan 

memperlihatkan identitas seperti KTP atau akta nikah.

3. Untuk melindungi hak-hak wanita, agar kaum laki-laki tidak 

semena-mena terhadap kaum wanita yang dengan seenaknya 

memperlakukan kehendak hatinya.53

52 Departemen Agama, Analisa Faktor-Faktor Terjadinya Perceraian, (Jakarta: Direktorat Jenderal 
Pelembagaan Agama Islam, 1997), 13.
53 Depag RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Kompilasi 
Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Depag RI, 2004), 69-71.
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Lembaga pencatatn perkawinan meskipun bersifat administrative, 

subtansinya  bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai 

cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu 

perkawinan.

F. Biaya Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 

Tahun 2014

Al- -Hadis tidak mengatur secara rinci mengenai 

pencatatan perkawinan. Namun dirasakan masyarakat mengenai pentingnya 

hal itu, sehingga diatur melalui perundangan-undangan, baik Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam.54

`Pada masa Nabi Muhammad saw. pernikahan tidak dicatatkan karena 

masyarakat masih banyak yang ummy (tidak mengetahui huruf), sehingga 

kesaksian dan sumpah masih diterima sebagai alat bukti hukum di 

pengadilan. Sekarang kondisinya berbeda, alat bukti tertulis lebih kuat dari 

sekedar kesaksian dan sumpah, karena itu, pencatatan nikah menjadi sangat 

penting.55

Dalam al- dalam kitab-

kitab fikih klasik, secara eksplisit tidak didapatkan ketentuan dari hukum 

54 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia .
55 Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, Membangun Keluarga Humaris (Counter Legal Draft 
Kompilasi Islam yang  40.
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pencatatan perkawinan. Tetapi ada beberapa faktor yang menjadi penyebab 

perkawinan tidak di catat pada masa dahulu.

1. Budaya baca-tulis, khususnya di kalangan orang Arab jahiliyah masih 

jarang. Oleh karena itu, orang Arab mengandalkan pada ingatan (hafalan) 

ketimbang tulisan.

2. Perkawinan bukan syariat baru dalam Islam. Ia merupakan syariat nabi-

nabi terdahulu yang secara terus menerus diturunkan. Ketika Islam 

datang, Islam perlahan-lahan membenahi hal-hal membenai hal-hal yang 

bertentangan dengan perinsip-perinsip Islam. Namun hal-hal yang 

bersesuaian masih tetap di pelihara dan di pertahankan

3. Pada masyarakat jaman dahulu, nilai-nilai kejujuran dan ketulusan dalam 

menjalankan kehidupan masih kuat. Sikap saling percaya dan tidak saling 

mencurigai menjadi fundamen kehidupan masyarakat ketika terjadi akad 

perkawinan yang dsaksikan oleh dua orang saksi danpara handai taulan, 

serta masyarakat sakitar sudah cukup membuk tikan bahwa pasangan 

suami istri itu telah melakukan perkawinan yang sah, oleh karena itu 

tidak bisa dianggap pasangan kumpul kebo.

4. Problematika hidup pada jaman sekarang ini. Jaman semakin maju,

persaingan semakin ketat, rasa makin percaya kepada manusia semakin 

luntur, ketakutan untuk ditipu dan dizalimi oleh orng lain, atau keraguan 

atas kejujuran orang lain mulai bangkit, sehingga tuntutan atas legalitas 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

51

hukum secara tertulis menjadi hal yang niscaya. Tanpa adanya legalitas 

hukum dengan pencatatan resmi, suatu kepemilikan dianggap tdak 

sempurna.

Situasi, kondisi dan kebutahan jaman berubah. Apa yang dahulu tidak 

penting, apa dahulu sia-sia, mungkin sekarang menjadi suatu yang 

bermanfaat. Kalau jaman dahulu pencatatan perkawinan tidak terlalu penting 

untuk diadakan, karena kondisi sosiologisnya memungkinkan. Namun, ketika 

jaman sudah berubah justru pencatatan perkawinan merupakan hal yang 

penting yang harus dilakukan.56

Biaya Pencatatan Perkawinan berdasarkan tarif resmi diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 48 tahun 2014 merupakan 

perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2004 tentang tarif atas 

jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen 

Agama. Pada pasal 1 berbunyi57:

tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada 

Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

56 Yayan Sopyan, Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional, 
(Jakarta: RM Books, 2014) 129-130.
57 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada 
Departemen Agama.
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Nomor 149, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455) 

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap warga Negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor 

Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama 

Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.

(2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan 

Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi 

sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.

(3) Terhadap warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau 

korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor 

Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat dikenakan tariff Rp 0,00 (nol rupiah).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat 

dikenakan tariff Rp 0,00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak 

mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan 

nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri 

Agama setelah berkoordinasi dengan menteri Keuangan.

2. Ketentuan dalam Lampiran angka II mengenai Penerimaan dari Kantor 

Urusan Agama Kecamatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
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Tabel 2.1 Penetapan Biaya Nikah

JENIS PENERIMAAN 
NNEGARA BUKAN PAJAK

SATUAN TARIF (Rp)

II. PENERIMAAN DARI 
KANTOR URUSAN 
AGAMA 
KECAMATAN

per peristiwa nikah 
atau rujuk

600.000,00

Peraturan tersebut sudah sangat jelas, dengan adanya peraturan 

tersebut bertujuan untuk peningkatan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk 

serta untuk melakukan penyesuaian jenis dan tariff atas jenis Penerimaan 

Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 

berlaku pada Departemen Agama, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif 

atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementrian 

Agama.

Hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu 

sumber penerimaan Negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat.58

58 Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang 
Berlaku Pada Departemen Agama.


